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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALLKOTA. l'ALEMBANG 

NOMOR .;,. ~ TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYELEJl!GGARAAN PENANAMAN MODAL 

DENGA.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALTKOTA PA.Lfu~ANG, 

a. bah\\-'ll daJrun mngka untuk menc.iplllkan iklim,penananinn modal yang kondusi.fpcrlu 
mcncipu1kan· kemudahan lrepasLian bcrusaha dan kepi!Slian bukum bagi penanam 
modal yang menanamkan modalnya di Kota Palembang, perlu menetapkan 
pengnturan meogenlli pcnyclenggaraan penanaman modal ; 

b. bahwa herdesarkan pertimbanr,an scbagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentnng Penyelengg;iman Penanamen 
Modal. 

I. Undang-Undnng Nomor 28 Tahun ~959 1.enmng Pcmbcntukan Daerah Tingkat U dan 
Kotapraja di Sumatera Se-Iatan (Lembaran Negnra Rl Tnhun 1959 Nomor 73, 
Tan.1bahan u..wbardll Negara RlNomor 1821); 

2. Undang--(Jndang NQmor IO Tohun 19!)5 leillaug Kcp11bcan8n (L-cmbaran Negara RI 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembamn Negara Rl Nomor 3612) i;ebngaimana 
rel.ib diubah dengan !Jndang-Undang Nomor 17 Talmo 2006 tcntang Kepabeanan 
(L.cmbaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RT 
Nomor 466 I); 

3. Undaug-Undang Nomor 5 Talrun 1999 lentang Larangan Monopoli den Persaingan 
Usnhn Tidak Sehat (1..embaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lcmba.ran Negarn RJ Nomor 3821): 

4. Undang-Undang Nomor 1.3 T.ehun 2003 Jentang Ketenagakerjlllll) (Lembnran Negart1 
R1 Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Neiara RI Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ientang Bndan Usaha Milik Neglµll 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembarnn Negllrd RI 
Nomor 4297); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahlm 2004 1.entang Pemerinlllhan Daerah (l..ernbamn 
Negara RI Tahun 2004 Numor 125, Tambahan Ll!mbaran Negarll RI Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubal, bebcrapa kali terakhir dengen l1ndeng-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 lenlang Penil,,ahan.atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tmnbahan 
Lembaran. Negara RJ Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlllr!g Perimbangan KellllDgan Antara 
Pemcrintah Pusat dan Pcmerintahan Dacrah (Lcmbarsn Negara Rl l'ahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Rl Nomor 4438): 

8. Unda.ng-Undang Nomor 25 Tnbun 2007 teruang Penanamen Modal (I..embaran 
Negara RI. Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4724); 

9. Undang-Undang Nomor 12Tahun-2011 tentang Pc:;mbemukan Pcraturan_ Pc.rundang
undangan (Lcmbaran Neg= RJ l'ahun 201 I ~Nomor 82, Tambahan Lcm.baran 
Negara RfNomor 5234); 
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10. Pernturan Pcmcri.ntah Nomor 24 Tamm 1985 tcmang Jangka Wakto lzin Pcnanaman 
Modal As'ing (lemharan Negara RI Tahun 1985 Nomor 32, Tnmbahan Lembarnn 
Negara RI Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1993 (L-Ombaran Negara RI TahUD 1993 Nomor 13. Tambahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 3515); 

I .I. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999' lentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (Lembnrnn Negara RT Tnhuo 1999 Nomc,r 59, Tambahan 
Lembar,111 Negard RI Nomor 3838); 

12.Penuurao Pemerintnh Nomor 83 Ta.bun 2001 rentang Perubahan Alas Peraturdll 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 1elitang Pemilikan Saham Dnlnm Perusahaan 
Yang Didi.ri.kan .Dalam Rangka Pcnanaman Modal Asin,g (Lembardll Ne-gara R1 
Tehun 2001 Nomor 154, Tnmhahan Lembnmn Negara RINomor4\62); 

13. Pcrilturau Pcmerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tenwng Pembngian Urusan 
Pemerinrohan Amara Pemerintah. Pcnre.riotahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan 
Dacrah Kabupalcn/.Kota (LCtnbarau Negara RI Tahun 2007 Nomor ,82, Tambahan 
Lembar.m Negara RiNomor 4737); 

14. 'Pcrnturan Peme.riotah Nomor 45 'fahuu 2008 tentaug Pedoman Pemberian lnsenlif 
c.lan Pemberian Kemudnhan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara R1 
Tahuu 2008 Nomor 881 Trunbaban LembaranNegar.:i RI Nomor 4861); 

15.PeratU1'81l Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelnyanan Terpadu Sat1J Pimu di 
Didang Penan,aman Modal; 

16. Peraturau Preside.a Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria clan 
Peri;ynmtan Penyusunan Bidang Usahn yang Tertu1up dan Bidang Usaha yang 
Terbuka deiigan Pm.y-dffltan di Bidang Penanaman.Modal~ 

17.Keputusan Presiden Repuhlik llldonesin. Nomor 75 'fahun 1995 1cmang Pengguna 
Tcrraga K.erja Warga Negara Asing Pendatang; 

18.Peratur.m Menleri Keuangan NomQr 176/PMK.OI 1/2009 tentang Pembebasan Bea 
Masuk atas liiipor Mesin serta Bar&1g dan. Dahan untulc Pemhnngunan n!Jlu 
Pengembangan lnduslri Dalan1 Ranglm Penanamnn Modal ; 

19. Peraturan Meuteri Negara Llngkungan Hidup Nomor 11 T ahun 2006 tentang Jenis 
Usaha: dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi denganA.nalisis Mengenai Dampak. 
l ingknngan H iduJ.l; 

20. Pllnuuran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tenlllllg Upaya 
Pengelolnan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauau LingklWgan Hidup clan 
Surat Peroyataan Kcsanggupen Pengelolaan dao Pemantauan Lingkun.gan H idup; 

2 1.Pemturan Menteri Negara Lingkungan rlidup Nomor 14 Tahun 2010 lentang 
Dokumcn Li:ngkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiaian yang telah Memiliki 
lzin tetnpi Behun Memili.ki Dokumen Lingl.."1.mgan H.idup; 

22.Pcrnturan Dacreh Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pe:merintahnn Kota Palemba11& (Leinbaran Onerah Ko10 Palembang Talmn 2008 
Nomor 6}; 

23. Pemru.ran Daereh Ko111 Palembang Nomor IO Tahuu 2008 tcntang Pcmlx,'nlukan 
Su.sunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang 
(lembaran Daerclh Kota Palembang Tahun 2008 Nomor JO) sebagaimana teleh 
diubah dclll',an Peraturan Daerah Kota Palemban11, NOm()r 2 Tahun 2010 (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 20 I O·Nomor2); 

24.Pemrurnn Daeroh Kotn Palembang Nomor 6 Tnhun 2011 1entang Dolruroen 
Lingkungan Hidup (Leri1bRmll l)earah K.ota Palembang Talmo 2011 Noruor 6); 

25.Peraturan Daerah Kola Palembang NomoT 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan 
Rcrribusi Jjin Gangguan {Lembaran Daerah Kola Palembang Talmo 2011 
Nomor 18). 

MEMUTUSKAN : 

Mmetapklln : PERATUR.<\.N WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENYEL'ENGGARAAN 
PENANAMAN MODAL. 



BABl 
KETENTlJAN UMUM 

Puall 

Dalrun Peraturan ini, yang dimnksud dengan : 

I. Daera.h odaln.h Kota "Palembang, 
2. Pemerinlah_Kota udalah .Pem.erintahKota Palembang. 
3. Welikotii adelah Walik<ita Palembang. 
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4. Badan Koordi.nasi Penunaman Modal Daeroh yang selanjumya dising,kat 8KPMD 
ad1!lah Badllll Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang. 

5. Kepala Dadan adalab Kepn.la Badan Koordinnsi Pennnomon Modal .Daerah Kota 
Palembang. 

6. Kebijnkan Peningkatan Pecnriooman Modal 11.dalah kebijnkan yang diambll olch 
Pemerintah Kota dalom rangkn mening.katkan dayn sai.ng penanaman modal, 
mening.katkan pcnanaman modal di Daerah, meningkatkan kemitrnan, dan 
meningkatkan kesejt!htenian mlisyorokat. 

7. Punanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menannm modal, baik oleh 
penanlllll mopn) dnlnm negeri maupun penanarn modal osing untuk melakukan usaha 
di wilayah Ncgar.1 Rcpublik lndonesia. 

8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatnJl me11nnam modal untuk melakukan 
usaha di wilay&h Negara Republik lmlonesia yang dilalcukan oleh penannm modal 
dalom negeri dengan menggunakan modal dalrun negeri. 

9. J>eo.ao.aman modal asing adalah kcgiatan menanam modal unluk melakukan usaha di 
wilayah Negara Repulilik lndomisia yang dilakukt1.11 oleh penan!ll11 modal asing, baik 
yang menggunakan modal asing sepcnuhnya maupun yang berpalungan dengan 
penannm modal dnlnm negerl. 

I 0. Pcn8Jll!lll modal adalah perst.-orangan a1au badlui usaha yang melakukan penanomnn 
modal yang dapa1 ben!pa penanam modal dalam negeri dan penaruun modal osiJlg. 

11. Pcnaruun model dalam negeri adnlah per.;eorangan warga negara lndortcsia, oadan 
usal.ia Indonesia, negara Repub.lik lndone!.i.a, atau daerah yang melakukan 
penananlJlll modal di wilayah Negara RepUblik Indonesia. 

12. Penanam mode.I asing adalah persco.rangaa warga negare asing, badnn usaha asing, 
dlln/atau pemer:intnh a.sing yt1.11g mele.kukan penanaman modal di wilayal1 Negara 
Republik Indonesia. 

13. Modal adaJah a.,;et dt!lam bentuk uang at.au bentuk lain yang bukan uang yang 
dimiliki oleh penanam modal yaog mempunyai nilai ckonomis. 

14. Modal asing adalali modal yang dimiliki oleb .neg'am asing, perseorangan Wlll'.ga 
n-0gam asi.ng, badan usaha asing, badan ltukum asing, dan/atau bad1t11 hukum 
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihalc asing. 

15. Modal daliµn negcri adalah modal yang dirniliki olcb ·nega:r.i Rcpublik Indonesia, 
perseorongan wnrga negnra l.ndoncsta, atau badan usaha yang berbenruk bndan 
hulrum atau t-ldak berbndrui hukuln. 

I 6. Pemberian lnsentif adalah dukungan dari pemerinlah daerah kepada penanam modal 
dalam rangka mcodorong pcningkatan penanaman modaJ di daemh. 

17. lnsentif Daerah adalalt Pemberian Keringanan Pajak Daerdh dt1.11 atau Retribusi 
Daerah kepada calon pe:nanam modal. 

18. Pembcrian Kcmudaltan adalah pcnyediaan fasilitas dari Pemcrintah Kota kcpadn 
penanam modal untuk mmnj:>ermuduh setiap kcgjatan penanaman modal dolani 
l1IJ1&ka ruo.ndorong pcning.ka~ peruumman modal di Dacrah. 

19. Pengaturan don Disinsentif adalah pencegahan, ·pembalasan, penguraagan dan 
pengtltUron kegiatan perizillllll don nonperizinan dnri pemerintah dnerah kcpada 
peuanam modal dalaDl rangka rucugurangi dampak Li.ngkungan dan pcrsaingan usaha 
ticlak sehat di dnerah. 

20. Pelayanan perijinan terpadu adalah kegiatan penyelengi,'llraall SUlltu pmzinan dan 
nonperizinan yang mendapnt. pende!egasian at:au pelimpahan wewenang dari 
lembaga atau insumsi yang mcmiliki kewennngon perizinan dnn nonperizinan ya.ng 
proses pc1igclola8llllya dimu!ai dari taltap permohonan sampai dcngan tahap 
terbitnya dokumen yang dilakukan dal.am satn tempat. 
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21. Tanggungjawab sosial dan .lingkungan adalah komitmcn perseroaan unluk berperan 
serta dalam pembangunan ekonoml berkelanjutan guna meningkalkan kualiias 
kehidupan dan lingkungan y;mg bennanfant, boik bagi perseroan sendiri, komunilas 
setempal, maupun masyarakat pada umumnya. 

22. Perizinan adalah segala bentµk persetujuan unruk mclal-ukan pcruu1aman modal yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerinlah daernh yang memiliki kewenangan 
sesuai dengan ketentuan perniuren pcrundang-undangan. 

23. Nonpem.ilian adalah segala bentuk kemudahan nelayanan, fasilitas 6skal, don 
informasi mengenai pcnanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

24. Porusahaan pcnanaman modal adalah badan usaha yang melakuka:n penanaman 
model baik yang berbadan hukum maupun lidak berbadan hukum. 

25. Perll.lll58Il perumaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 
kapasiills produksi yang tolah diitlnkan. 

26. Permohonan Pendaflanm Penaruunan Modal adalah permohonon yang disampaikan 
oleh penannm model untuk menclapntkon persetujuan awal atas reucana pcnanlllDan 
modalnya. 

27. ~Pendaftaran Penilonman Modlil, yaogselanj111nya disebu1 Pcndaftaran, adalah bentuk 
pcISCtujuan awal sebagai dasar memulw rencana penanaman modal. 

28 . .Pe:rmohonan Pendaftaran Perluasan Penanamnn Modal adalah pcm1obo!lllll yang 
disampru_kan oleb pe1llU18lll m~dal untuk mendapalkan persetujuan awal dari 
Pemerintah atas rencana perluasan penanamon modal. 

29. Pendaftariln Pc.rluasan Penanaman Modal adalaa bentuk persetujuan awnl sebagai 
dasar memulni rencona perlunsan penanarnon modal. 

30. Pcnnohonan lzin prinsip Pcnaruunan Modal adalah permohonan yang disampaikan 
oleh p..~aan unruk m~ndapatkan izin dari pemerin1ah daernh dalam rnemulai 
kegiaran penanaman modal. 

31. Izin Prinsip .Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut lzin J'rinsip, adalah wn 
unruk mcmulai kegial8ll pcnanaman modal di bidang usaha yang dapa1 memperoleh 
fasilitas fiskal dan dalam pelaksannan penannmnn .modalnya memerlukan fasilitas 
Jiskal. 

32. Pennohonlln lzin Prillsip Perluasan Perumaman Modal adalah permohonan yang 
disampnikan oleh perusahaan untuk mendapalkan izin dari Pemeriotab dalam 
memulai reru.-ana-perluasan penanaman modal. 

33. 1.zin Prinsip Perluasan, Penanaman Model, yang selenjutny11 disebul lzin Prinsip 
perluasan adalah wn untuk memulai reneana perluasan penanaman modal ui bidang 
11Saba yang dapm memperoleh fasilims fiskal dan dalam pelaksanann penanaman 
moclalnya memedukan fasilitas fiskal. 

34. Pem1ohonan J:rjn Prinsip Penibahan Peoaoamao Modal adaJah permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatka.n izin dalani melakukan pe01bahon 
atas ketenruan yang telah di1erapkan daJam Izin Prinsip/lzin Prinsip Perluasa.n. 

35. lzin Prinsip Perubahan Perumaman Modal. yang selanjutnya disebu1 lzin Prinsip 
Pcn1bahan adalah izin unruk melal'Ukan perubahan atas kelentuan y-.uig telah 
dlletapkan tlalam lzinPrinsip/lzin Prinsip Perhmsan sebelumnya. 

36. Pennohonan lzin Usaha adalah prnnohonan yang disampaikan.olch pcrnsahaan pade 
saat perusahaan telah siap mclaksanaka:n kegiatan produksi/operasi komersial baik 
pmduksl barang maupun jasa scbagai pclaksanaan illfl.~ Pendaflaran/lzin 
Prinsip/Persetujuan penaillllllllil modal yang dimilikl perusahaan, kceuali di1entukan 
lain oleh peraluran pcrw1dang-w1dangen sektoral. 

37. lzin Usahe adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk mclaksanakan kegiamn 
produksi/operasi komer:;;at baik produksi l)arang maupun ja.sa sebagai peleksan.wm 
ams Pendaftaran/Izin Prinsip/Perscmjuan penanama11 modalnya, kecunl.i dilentukan 
lain oleb pcratucan· p;:rundang-undangan sektoral. 

38. Per.mohonan lzin Usaha Peduasan adalal1 peanohonan yang disampaikan oleh 
pcrusahaan pada SllAl perusahaan tefoh siap melaksanakao kegiaum produksi/opcrasi 
komt;rsiill :rtas penambahan kaP.<15-itas produksi yang 1olah diizin.kan, sebagai 
pelaksanaan at.as 171n Prinsip Pcd\JaStUJ/Perserujuan Perluasan yang dimiliki 
perusahllan, kecuall ditcntuk.an lain oleh peroruron pcrundang-undangan sektoral. 
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39. lzin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh pcnL,;al1aan untuk 
melaksanakan keg.iaian produksi/operasi kom.ersial alas penambalmn kapasitas 
produksi melebihi kopa~illlS produksi yang teloh di.izinkon, sebagai pelaksanaan ates 
lzin _I>rinsip Perlu.asan/Persetujuan Perluasan, keouali ditentukan lain oleh perotu.ran 
perundA.llg-undangan sekto.ml. 

40. Pennohonan lzin Usaha Penggabungan Perusahnan Penanaman Modal (merger) 
adalah pern.1obonan yang diajukan oleb perusal1aan yang meneruskau kegialan usaha 
(surviving compa11y) setelah terjadinya merger, untuk mclaksanakao kegi.atan 
produksi/ope:rasi komen;ial perusahaan mt:rger. 

41 . Permohonan r2.in llsahA Perubaban adalah pcnnoho1UU\ yang disam.paikan 
perusahaan umuk mendapatkan i:dn dalam melakukan perubahan ams ketentuan yang 
telah dltetapkan dalam Iz.in Usalta/Irin_ Usaha Pcrl.uasan. 

42. lzin Usaba Perubahan adalah izin yo.ng wajib dinliliki oleb pcrusahaau unruk 
melakukan pcrubahan kctentuan yang u:lah ilitetapkan dalam Izin Usaha/17.in Usaha 
Perluasan sebelwnnya sebagai akibat dru:i perubahan yang tcrjadi dalam pelaksanaan. 
kegintan penrumman modal. 

43. Pennol\onan fasilitas penaruunan modal adalah pennohonan yang disampaiknn oleh 
perusru,aan yang memerlukan fasilitas dalam pclaksanaao penanaman modalny-d. 

44. Peisetujuan pemberian fasilitas ,penanaman modal adalah persetujuan kepala BKPM 
atas hama Mcnt.eri Keuangan tenuu1g pemberian fasillUIS bea masuk alas impor 
mcsin, barang dan baban. 

45. Pennohonan fasilitas pajak penghnsilan adalah permol1011a.n yang djsiunpaikan oleh 
perusahaao umuk dapat mcmanfaalkan fasllltas yang dib<:rikan oleh Pemerintah. 

46. Penerbillln usulan/re.komendasi atas _pemberinn fnsilitas pajak pcnghasilan -iidalab 
usulnn/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajo.k penghasilan yang 
dituj ukan kepada Menteri Keuanga:n melalui Direl.·tomt Jenderal Pajak. 

47. Pem1ohonan Angka Pengenal lmportir Produscn (APl-P) atllilab pe-rmohonan yang 
disampai.kan oleh perusahaan sebelum melakukan pengin1poriln mcsin/peralatan dan 
barang scrta bahan. 

48. Angka Pengennl [mponir Produsen (API-P) adalah ru1gka pengcnal yang 
dipergunakan. sebagai izin llI11llk. memasukklln (inipor) mesin/peralatan dan barang 
serta bahan untuk cli pecgunakan scndiri dalam. proses produksi perusahaan 
penan.nman modal yong bersangk111nn. 

49. Pennohonan Rcncana Penggunaan Tenag'.t Kerja Asing (RPTKA), Rekomendn.si 
Visa lJnruk Bekerja (fA.01) clan fain Mempekcrjakan Tenaga Kerja A.sing (IMTA) 
adalah [)CllllOhonan yang disampai.kan ulch perusahaan Wlluk penggunaan tenaga 
kerja asi,ng dalam pelaksanaan pcnaruunan modalnya. 

SO. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja A.sing {RPTKA) adalab pengesahan rencana 
jun11ab, jehatnn don lamJL penggunwm tenaga kerja asing yong diperlukan sebagai 
dasar untuk persctujuao pcm11Sukan tcnaga kerja asin& dan pcncrbitan IMTA, 

51. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (f A.01) adalah ·rekomendasi yang diperluknn 
guna memperoleh visa nntuk maksud kerja bagi 1maga kerjl,l \varga negara asing. 

52. lzin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) ado.lab izi.n bagi perusahann untuk 
mcmpckerjakan tC1111ge kcrje warga negara asing dalant Jumlah, Jabalall clan periode 
tertentu. 

53. Sistcm Pelayanan lnfonuasi don Perizinan lnvestasi seoara E1ektronik, yang 
selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sislem Ehiktronik peleyanan Perizinan clan 
Nonperi:zinon yang terintegrasi antara llKPM deng-m Kemcnterian/Lembaga 
Pemerinlab Non Departemcn, f>cmeriatah Daerab P.rovinsi clan Pemeri.ntab 
Kabupaten/Kotn yang memiliki kewenangan perizinan dan nollJ)\,-rwnan. 

54. Lap<>ran Kcgiatan l'enanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai 
perkembangon kegiatan perusabaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara 
scbegaimana yang ditet.apkan. 



BABil 
RAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNO JAW AB 

PENANAM MODAL 

Prum_! 2 

Setiap penanam modal berhak memlapalkan: 

a. kcpaslian hak, ~ukum, dan perlindungan; 
h. infon:onsi ye11g terbukn meagenai bidang usaha yang dijalau.kan; 
c. hak pelayanan; 
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d. berbagai bcntuk fasil.itas fiskal kemudahan :;esuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. yang bedaku. 

Pasal 3 

Setiap penanam modal berkewajiban: 

a. meniagkntkan kompetensi tcnaga kerja watga aegara Indonesia melalui pelatihnn 
kerja sesuai dengan ketI:ntuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku ; 

b. menyelcnggarakan pclatiban dan melakukan alih teknologi kepnda tellllgl! kerja 
warga negara Indonesia sesuai dengan pemruran perundang-undangan bagi 
perusahaan yang mempekerjakan 1enaga kcrjll aslng; 

c. mcnlTI'Spkan prinsip lala l,.·-elola perusahaan yang baik; 
d. melnksanaknn tangguugjawab sosial perusahaan; 
e. menyampaikan LKPM; 
f. menghormnti tradisi budaya masyarakat sckitai: lokasi .keg1a1an us-aha penanaman 

modal; 
g. mematuhi semua kelenruan pemturnn peruodang-undangrui yang b<:rlaku ; 
h. mengalokasikan da.na secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi 

stendar kelayakan lingkungan. bidup bagi perusafulan yang mcngusahakan sumber 
daya nlam yang tidak tcrbarukan, yang pclaksanaannya sesual dengan keteotuan 
per,mlI'8.D -pe-rundang-undaogao yang berlaku. 

Pasal 4 

Setiap penanam modal bertanggungjawab: 

a. menjamin tcrsediauya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan 
dengan ketenruan peraturan perundeng-undangao yang ber1aku ; 

b. meoangguag clan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian j ika penaoam modal 
menghentikan atau menelantarkan kegilltlln usahanyn; 

e. menciptakao iklim usahs persaingan yang sehat, menc~al1 ptaktelunonopoli clan bill 
lain yang merugjkan negara; 

d. menjaga keleslarian lingkungan hidup; 
e. mencipl3lcao keselamat.an, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahterdan pekerja; 
f. mematuW semun ketentuan pemturnn perunclang-undangan yang berlaku. 

BABlJl 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PENAlliAMAN MODAL 

PonJS 

( I) Penycleoggaruan pelayanan dibidang penanaman modal dilaksanakan oleh \Valikota. 

(2) 1Jntuk penyelenggarruin pclayaoao dibidang penanaman modal sebagaimaoe 
dimaksud padn ayat (!), \Valikota memberikan pendelegasiao wewenang pemberian 
perizinan clan nonperizinan alas urusan pemerinlllhan,di bidang penaoaman modal. 



BABIV 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

8agi110 Kcsntu 
Bcntuk Us11hu dun BenJuk Bndan Usah.n 

PasaJ 6 

7 

(1) Semua bidang ·usalia terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bi.dang usaha 
atau jenis usaha yang dinyamkan iertutup dan 1erhuk11 dengan persyarat.an, yang 
pcnctapauuya diarur dcogau pcraruran perundang-unclangan yang berlaku. 

(2) Pcnanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal hams 
memperhatiknn peraturan perundnng-undangan ynng mc.nyatakall bidang usaha atau 
jenis llSaha ynng tcrtulUp dau tcrbuka deugan persyaraUUJ. 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai bidang usriha yang dinyatakan tcrtmup dan tcrbuka 
dcngan pcrsyaratao diarur dcngan Kcpull.IBlln Walikota. 

Pasa17 

(!) Penruuiman modal dapat dilakukan d;llam bcntuk badan usaha yang berbentuk badan 
hukum, tidak bcrbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan penmdang-undangan yang bcrlaku. 

(2) Penanam modal wajib me.laksannknn kelentunn dan mcmenubi pcrsyaraw1 yang 
berla}m untuk kcgiatan penanaman modal yang ditetapkan oleb Walikota. 

Bagian Kedua 
Runng Lingkup Pclayanao Pcnaoaman Modal 

l>asal 8 

(I) Jeni.s pelayamm.penanaman modal adalab: 

a. pelaynnan perizinan; 
b. pelayanan.nou periz1nan; 

(2) Jenis pe.layanan perizirum pennnaman modnl antara lain: 

a. penclaftaran penaruunan modal; 
b. izin prinsip penanaruan modal; 
c. izin prinsip perluasan penanaman modal; 
d. izin prinsip pcrubahan pcuaruunan.modal; 
e. i7.in usaha, izin U$aba per!~ izin U$aba penggabungan perusahaan penanaman 

modal (ml!Tger) dan izin us:aha perubahan; 
f. izil1 Jokasi; 
g. izin mendlrikan bangun;lll (IMB); 
h. izin gangguan; 
i. tanda daftar pcrusabaan (IDP); 
j. tanda daftar induslti (TOI). 

(3) Jenis-jenis pelayan.an non perizinan dapat dl.berikan fusilitasi, .anta.r.i lain: 

a. fasilitas bea masuk a1as impor mesin; 
b. fasilitas bca masuk atau impor barang clan bahan; 
c. usu.tan untuk mendapalkan fasilitas Pajak Peagbasilan (PPb) badan; 
d. angka pengenal imr9rtir produsen (API-P); 
e. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA); 
f. rekomendasi visa wituk l)ckerja (TA. 0 I}; 
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(4) Jenis-jen1s pelayanan non perizimm diberikon kemudabaa, antara lain : 
a. persetujuan mempekerjakao tenaga kerja asing (PMTA); 
b. insentif daerah; 
c. layarum informasi dan layanan pengnduan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pclaynnnn pen2Jnan dan nenpcrl.Zlllllll 
peuanarnan modal sebagaimana dimaksud pada aya1 (2) dan ayat (3) diarur lebih 
lanjut dengan Keputusan Walikota. 

Bagi11n Keliga 
Mckanismc Pclayanan Penanaman Modal 

Pasal.9 

(I) Penanam modal dapal men_gajul,an pennohonan peazman dan nonperwmm 
pcnruuunan modal secara manual alau melalui SPIPLSE kepadaWnlikotn ; 

(2) Penanam modal dnp111 mengajukao pcrmobonan secara parole! untuk berbagai 
pcri;dnan dan nonperizinan yang lidak berkaitan, dengnn hanya mcnyrunpaikan satu 
berka.~ persyaratan melalul SPJJ>lSE; 

(3) Penanan1 modal yang meoyampaikan permohonan melalui SPIPISI! seba.gaimana 
dimaksud pada ayat (I) wajib menyampaikan formulir permohonan, kescpakatan 
para pemegang snham yang tclah dicatat olch notaris, sural-surat pemyataan dan 
!.'Ural kuasa pada snal : 

a. penanam modal menghimkan permohonan melalui SPlPISE; atau 
b. pcnanam modal mengambil periz111111l clan nonperi2inan yang telah diterbitkan olch 

Walikota. 

(4) Ketenruan lebih lanju1 mcngcnai pcnnohon&Jl dan pen;yarcllan perizinan dan non 
perizinan secara manual dan clcktronlk sebagaimana di.rpaksud pada ayat (l) diarur 
dcngan K!!putusan Walikola. 

BABV 
SYARAT-sYARAT UNTIJKMENGAJUKAN 

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL 

Pasal IO 

a. Pe:rmohorum pendaftaran Perumaman Modal: 
a. Aktc jual beli sabam. 
b. t\nggaran Daw:. 

b. Persynmmn l1in Prinsip: 
a. Mcngisi fonnullr pcnnohonan. 
b. Akte pendirian usaha dim pengesaban Mentcri Rukwn den HAM 
c. NPWP 
d. Kl'P (PMDN, paspor/kitas (PMA) 
e. Alrunru lengkap: 

- No. l~lp 
- F aksimile 
- Email 

f. Keterangan rencana proyek/kegiatan 
- Bidang usahn 
- Penggunaan lanah 
- Tenaga kerjo 
- Produksi 

g, Rekome.nda.<;i dar1 lnSIJlnSi pe111e,dntnh. 1edmi1 bila diperlukan. 
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h. Pcrmohonan ditam.latanpani di alas mare-mi cuku_p oleh direksi dilengkapi surat 
kuasa bermaremi cukup unruk pengurusan yang lidak dilakukan. secara langsung 
oleh direk.si. 

c. Pel'l,yaratan. pem1ohonan unn1k mendapatkan Izin Usaha Tetap (IUT): 
a. Naroa perusahaan: 

Nomor 
Tanggal izin prinsip dan perubahannya 
Bidang usaha 
NPWP 
Akte perusahaan. dan perubahannya (nama notaris dan taoggal) dan 
pengesahan Mentcri Hukum dan HAM. 
Alama1 kantor 
Lokasi kegiatan (nomor 1elepon, faksimile, email) 
Keterongan p.roduksi dan pcnnasalllhan tentang jenis barilng, kapasiui.,; ek.spor 
impor 
1) Kapasitas produksi dan pctmasalahan umtang jenis barang. kapasitas elcspor 

impor. 
2) Nilai eksporpertahun dalam beoruk OS atau rupiah 
3) Mulai saat produksi 
4) Invcstasi kcgia1an: 

• Modal 1e1ap (wiluk pernoolian tanahlgedung/mesin/peralntan suku 
cadang) 

• Modal kerja (untuk satu kali produksi) 
• Modal kcseluruban 

5) Peogguoaan tamth/gedung 
6) Sumber petnbiayoan: 

• modal sendiri 
• laba yang dltanamkan 
• modal pinjamao 

7) Modal perseroan: 

• modal dasar 
• modal ditempaikan 
• modal disetor 

8) Tenaga kerja: 
• µimpinan perusabaan. komisaris (6$ing den Indonesia) 
• 1enaga ahll 
• tenaga kerja Jangsung 
• pernyataan dari si pemohon 

Fasal 11 

Penyelesa:ian penz.man dan nonperizinap dalam rangka PMDN/PMA diterbitkan 
selambat-lambatnya 14 (empnt beJas) hari kcrja sejak permohonan diterima deogan 
lengkap dan benar serta tclab ditcmpuh prosedur izin yang dikoordinasikan. 

Pasal 12 

Caloo pcoanrun modal yang akan melakukan penanamaa modal dalam rangka PMDN 
atnu PMA wajib mcngajukan pem1ohorum pe= modal kepada Walikota. 

PaSlll 13 

(I) Perusahaan PMDNIPMA yW'lg wakru penyelesaian proyeknya akan· bcrakliir dan 
belum berproduksi komersial, wajib mcngajukan permohonan perpanjangan wa:kiu 
penyelesaian proyek kepada Walikota. 



JO 

(2) Pcm1ohonan sebagaimamt dimiliud pada ayat (I), dia;ukan 2 (dua) minggu sebelum 
\\-11kt11 penyelesoian Proyek bemkhir sesuai dengan kc1c11tuan yang,lx:.rlaku, 

(3) Persctujuan perpanjangan \\-'llktu pcnyelesaian l'royek sebagaimana dimaksud pada 
aya1 (I), diterbitkan oleh Walikma dalam bentuk Surat Pcr$Ctujuan Perpanjangan 
Waktu Penyeb,l.hu1 Proyck. 

BAB VJ 
PENGENDALlANPELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

(I) Pengendalian pelaksaru:ian pennnnman modal dilakukan dcogan e.ara : 

a. Pemantauan dilak-ukan tlengan cam melakuknn verifikasi, komplikasi dan cvaluas1 
data pclaksanaan pcnanaman modal untuk mempe.roleh data realisasi scrta 
masukan bagi kcgiatan pembinaan clan pengawa.<:an. 

b. Pemhinnan dilakukan dc.ugan earn: 
l) Mcmbcrikao bimbingan dao penyuluhan kepllda perusahtUUl PMDNIPMA 

yang telnh memperoleli pelayanan pcnanamao modal; 
2) Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatsn yang dihadapi oleh 

peiU.<;ahaan PMON/PMA. . 
c. Pcngawasau dilakukan 1.hmgan cara: 

I) Melokukan evaluasi dllll penelitlan atas laporan dan infonmisi tentang 
pelaksanaan peoaoaman rnodal, penyimpruigan/pelanggarao oleh pcrosahaan; 

2) Mengadakan pemeriksaan Jaogsullg.kc lokasi proyek penanarnan modal; 
3) Menindaklanjuti aias penyimpangan/petanggamn yang dilal'11kan oleh 

perusahaan ~rdasarkan ketentuan peraturao IX\rondang-undangan yang 
bcciaku. 

(2) Ketenrunn lebih lonjut mengenai 1a1a cara pcngcndallan pclaksanaan penanaman 
modal scbagaimana dimaksud pada a)'-aL ( l ), diatur dengan KejlUtusan Walikora 

BABVIl 
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 15 

(I) Pcmsal.taan yang 1elah mclakukan Pcndaftilrau Pcnanaman Modal da;t/atau lzin 
Prinsip Pennnaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/wau lzin 
Usalta wajib menyanipai.k.an Ulporan Kegiaum Penanaman Modal (LKPM) s«ara 
berkala kepada Walikota melalui BKPMD. 

{2) Kewajiban penyampai.an LKPM sebagai.mana dimaksud pada a)'llL (I), dilakukan 
sccam berkala sesuai ketenruan peroturan perundtmg-undangan yang berlaku. 

(3) Kerentuan lebih hmjul mcngcnai ·penyampaian LKPM sebagalmana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dcngan Kcputusan Wallkota. 

BAB VIII 
SANKS! ADMlNISTRA TIF 

Pmn,116 

BKPM.l) scsuai dongar1 Ptm<laftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Pennnaman 
Modal/Per.;ctujuan Penanaman Modal atnu lzin Usaha yang teloh diterbilknn dnpal 
mengenakan sanksi adrninistratifkepnda perusohaan yang: 
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a. tldak memenubi kew~jiban clan tanggung jawab sebngaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 rum Pasal 4; dan 

b. mcnyalahgunakan fasilitas peDllJlllillllD modal. 

Pasal 17 

Sanksi administrati:fsebagaimana dimaksud dallltil J>asal I 6 dilaksanakan secara bertabap 
sebagai berikut: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan ke_giatan usaba; 
c. pembekuan kegiatan usaba dan/aiau tasilitas penanaman modal; arou 
d. pcncabutan kegiatan lisaba dan/atau fasilitas penamuna.n m<.M.lal. 

Pasal 18 

(I) Sanksi admloisualif berupa peringalan tmulis sebagaimana dimaksud dahun 
Pasa.J 17 huruf a, dikennkan kepada perusahaan yang tidak melaksaruikan salah satu 
kew·.ijiban se~a:ga.imana dimak..~ud dnlrun Pasal 3. 

(2) PcringalllD tertulis diberikan sebanyak 3 (tign) kali berttU'Ut-turut, dcngan tengg11ng 
waktu ma,ing-masing I (satu) bulan tcrhitung sejak umggal peringnlllll sebelumnyn 
ditctbitkan. 

l'asal 19 

(1) Sariksi adminisualif berupa pembatasan ki;giatan usaha sebagaimano dimaksud 
dalom Pass.I 17 buruf b, dikcnakan apabila dalam jangka waktu l (satu) bulan 
tcrhitun_g sejak diterbilkannya swat peringatan tertulis yang ketiga. perusahaan tidak 
mernberikan fanggapan/melaksnnakan peringetan tenul is 1ei:sebu1. 

(2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) depat berupa: 
a. pc:mbatasan kegintan usaha disalo.h satu atau bebcrapa lokasi bagi pcrusahaau 

yang memiliki dibeberapa lokasi; 
b. pentbata.sau kapasitas produksi. 

(3) Dalam hol perusahann telah melalrukan upaya perbaikan, perusehaan dapat 
me.ngnjukan pennohonan pembalalan pembatasan kegietan usaha kcpada Kantor 
Pelayllllan Perijinan Terpadu dim dalmn jangka wuktu 5 (lima) hari kcrja sclclah 
dilakukan BAP dari BKPM.D menerbitken pembatalan perubatasan kegiaten usaba. 

Pasal 20 

( I) Sanksi administratif berupa pemhekuan kegiatim usaba dan/atau fS!>;Jitas penaoaman 
modal dikenakan apabila dalam jimgl:a waktu I (saru) blllil1l terhitung sejak 
p¢mbaUIS8n kegiaran usaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c. 
perusabaen tidak memberikan taoggapau/melaksanakan sanksi pembatasan ke8i,atan 
usaha. 

(2) Pembel..'l.Ulll kegiatan ~aha dan/ateu fosiliras penanaman modal dapat berupa : 
a. pcnghcntian sementam sebagian kegiatan pada lokasi proyck/tcmpat usaha: 
b. penghcntian semen1ara sebagian bidnng usaha bagi perusahaan yartg mcmiliki 

bebcrapa bidang usahn; 
c. pcrilbckuan terhadap fusiliias pcrumaman modal yang tclah dibcrikan kepada 

peru_o;ahaan, 

(4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapal 
mcngajukan pcnnohonan pembatala.n pembekuan kegiilllllt usaha dan/!iliill fru;ilites 
penanaman modal kepada HKPMD dan dDlam jangkn wektu S (lima) bari kerja 
setelnh dilakukan BAP mllncrbilknn pemb11taln11 p(ltnbckuan kcgiatrui uso.ha dnn/atau 
fasiHtas pcmmaman modal. 
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(5) Pcmbekuan kcgiaian usnhn dan/ntnu fa~ilitns penanamnn modal scbagaimana 
dimaksud padaayaL (1) dan a)'lll (2), harus diberi1ahu~1 kcpada BKPMD. 

PaSlll ll 

(I) Sanksi adruin.istra1if berupa pencnhutan kegintnn usaha dan/atau fasilitas penanaman 
modal ~bagaimana dimiliud dalam Pasal 17 huruf d dikenakan kcpada pcrusahaan 
yang; 
a. Lidak menberikan tanggapan tcrtlilis u:ntang Upaya perbaikan <lalam jangka 1vak1u 

I (salu) bulan tcrhilung S<,:iak ditcrbitkannya Surat pcmbckuan kcgiotall usahn 
dan/atau fasilitas peoa,,amnn modal sebagnimana dimnksud dalnm Pasal 17 
hurufc; 

b. mcla.b.·ukan pclangganui dan telab rnendopotkon putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum 1e.1ap. 

(2) BKPMD menerbilkan kcpu1usa11 pcncabutan kcg.iatnn usaba dan/atau fasilitas 
penanamnn m(lda) sesuai Pendaflaran Perumamnn Modal/lzin Prins.ip Penanaman 
ModaVl'ersetajuan l1ci1a11aman Modal dl!J1/atau lzin Usaha ; 

(3) Pencubutan kcgiatau usaha dan/01au fnsilitas penaruunllri modal sebagaimana 
dimnksud padaayat ( l) liarus diberitahukan kepada .BKPM. 

BAB IX 
KETENTUAN PENlJ'l'UP 

Pa.~122 

Bal-hal yang bclum (lintur dnlarra Pemturan 1111, sepanjnng mengenai 1eknis 
peliiksanaannya akan diatur lebih laajut olch Waliko1.a scsuai dcng1µ1 kctentunn pemturan 
perundang-W1dangnn. 

Pasa123 

Pemturnn ini mulai berlaku pa<la tw1g,gal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memcrinlabkan. p-0ngundang1111 Perarumn ini dengnn 
penernpatannya dalam Serita Dacrab Kota Palembang. 

Diletapkan di Plllen1hang 
pnda tanggal T Mei 2012 

WALIKOTA PALEMBANG, 


